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Ketika suatu persidangan perkara perdata sedang berjalan di Pengadilan Negeri, terdapat kemungkinan salah
satu pihak (dalam kasus ini tergugat) meninggal dunia Dalam hukum pidana dimana jika terdakwa
meninggal dunia penuntutan perkaranya gugur, maka dalam hukum acara perdata, meninggal nya tergugat,
tidak menyebabkan gugatan menjadi gugur. Kedudukan tersebut digantikan oleh ahli warisnya sebab
tampilnya ahli waris menggantikan pewaris sebagai tergugat bukan merupakan hak, tetapi kewajiban
hukum. Dalam perkara perdata N0.904/Pdt.G/2007/PN.Jaksel, almarhum Soeharto sebagai terguget |
meninggal dunia ketika sidang akan memasuki tahap kesimpulan. Tentu saja ahli waris dari Soeharto harus
menggantikan kedudukannya. Namun ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Pertama adalah
mengajukan penetapan ahli waris kepada Pengadilan Agama (pewaris dan ahli waris beragama Islam). Hal
ini berguna untuk mengetahui siapa sgja ahli waris yang akan bertanggungjawab jika putusan hakim
menyatakan tergugat | (almarhum) wajib membayar ganti kerugian. Kedua, jika menginginkan adanya
perubahan gugatan, yaitu mengubah nama tergugat asal menjadi nama ahli warisnya, hanya dapat dilakukan
sampai tahap replik-duplik dengan memberitahukan terlebih dahulu peristiwa kematian tergugat kepada
majelis hakim. Sedangkan jika tergugat meninggal dunia ketika sudah sampai tahap pembuktian dan
kesimpulan, maka penggugat tidak perlu memperbaiki atau memperbaharui gugatan. Ahli waris tampil
menggantikan pewaris sebagal tergugat sebaga kewajiban hukumnya. Ketiga, terhadap putusan pengadilan,
tergugat yang meninggal duniayang posisinya diganti oleh ahli waris, maka namatergugat yang meninggal
diganti dengan nama ahli warisnya. Jika seluruh ahli waris menolak warisan, maka anak-anak dari ahli waris
yang menolak tampil berdasarkan kedudukan sendiri. Dan jika anak dari ahli waris tersebut juga menolak,
maka tampil keluarga sedarah lainnya berdasarkan penggolongan ahli waris. Dan jika seluruh keluarga
sedarah dari ahli waris tetap menolak, maka harta peninggal an pewaris menjadi milik negara dimana negara
wajib melunasi segala utang pewaris sebanyak harga harta peninggalan mencukupi untuk itu (Pasal 832b
KUHPerdata).
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